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ABSTRAK

Pertanian perkotaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan terbatas, dan
pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan di Kelurahan
Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Evaluasi dilakukan menggunakan model CIPP Stufflebeam (1987) yang
meliputi aspek Context, Input, Process, dan Product. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan telah berjalan cukup baik. Pada aspek
konteks, program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mendukung
ketahanan pangan. Aspek input menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah,
penyuluh pertanian, kelompok tani, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Pada
aspek proses, kegiatan dilaksanakan mulai dari budidaya hingga pemasaran hasil
panen, meskipun partisipasi masyarakat masih belum optimal. Aspek produk
menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan pemanfaatan lahan,
menghasilkan produk pertanian dan olahan, serta memberikan manfaat ekonomi
bagi kelompok tani.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Pertanian Perkotaan; Model CIPP; Ketahanan
Pangan
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ABSTRACT

Urban agriculture is one of the policies implemented by the Provincial Government
of DKI Jakarta to strengthen food security, optimize the use of limited urban land,
and empower local communities. This study aims to evaluate the implementation of
the urban agriculture policy in Rawamangun and Pulo Gebang Subdistricts, East
Jakarta Administrative City. This research employed a qualitative method with a
descriptive approach. The evaluation used the CIPP model developed by
Stufflebeam (1987), covering the aspects of Context, Input, Process, and Product.
Data were collected through observation, interviews, and documentation. The
results indicate that the implementation of the urban agriculture policy has been
fairly successful. The context aspect shows that the program is aligned with
community needs in supporting food security. The input aspect is supported by the
government, agricultural extension officers, farmer groups, and available facilities
and infrastructure. The process aspect covers activities from cultivation to product
marketing, although community participation has not yet been optimal. The product
aspect demonstrates that the program has improved land utilization, increased
agricultural and processed products, and provided economic benefits to farmer
groups.

Keywords: Policy Evaluation; Urban Agriculture; CIPP Model; Food Security.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar
terhadap isu ketahanan pangan di wilayah urban. Ketahanan pangan tidak lagi
dipahami hanya sebagai persoalan produksi pangan di wilayah pedesaan, tetapi
juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh kota-kota besar yang memiliki
keterbatasan sumber daya lahan. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan
yang pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat dari
waktu ke waktu (Akhirul et al., 2020). Kondisi ini menuntut adanya kebijakan
yang mampu menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan sekaligus
mengurangi ketergantungan wilayah perkotaan terhadap pasokan pangan dari
daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan berbagai
strategi yang mendorong pemanfaatan ruang perkotaan secara lebih produktif.
Salah satunya melalui pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming
sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat
(Sugihartini et al., 2023). Selain berkontribusi terhadap peningkatan
ketersediaan pangan lokal, kegiatan urban farming juga dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan serta
mendorong terbentuknya pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan
(Sugihartini et al.,, 2023). Dengan demikian, pengembangan pertanian
perkotaan menjadi salah satu pendekatan strategis yang tidak hanya
mendukung ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan konsep
pembangunan kota berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan ruang perkotaan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan

nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan



stabilitas sosial ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk
menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh
masyarakat. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan kebijakan sebelumnya
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
yang menegaskan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan secara merata
dan berkelanjutan. Suatu negara memiliki ketahanan pangan yang sangat
penting, terutama bagi negara-negara dengan populasi yang cukup besar seperti
Indonesia.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 220 juta
orang, dan pada tahun 2025, akan meningkat hingga sekitar 270 juta orang.
Dibutuhkan kebijakan dan strategi untuk memastikan ketersediaan pangan
yang berkelanjutan karena populasi nasional terus meningkat. Ketahanan
pangan menjadi isu yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan
nasional karena menjadi dasar bagi terciptanya stabilitas ekonomi, sosial, serta
keberlanjutan pembangunan secara keseluruhan (Chaireni et al., 2020).
Keterbatasan lahan pertanian, tingginya tingkat konsumsi masyarakat, serta
ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah menjadikan kota-
kota besar rentan terhadap gangguan distribusi maupun fluktuasi harga pangan.
Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan
produksi pangan lokal meskipun dalam skala yang relatif terbatas.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan
ketahanan pangan di wilayah perkotaan adalah melalui pengembangan
pertanian perkotaan atau urban farming. Pertanian perkotaan merupakan
kegiatan budidaya tanaman, peternakan, maupun perikanan yang dilakukan di
kawasan perkotaan dengan memanfaatkan berbagai ruang yang tersedia seperti

pekarangan rumah, lahan kosong, ruang terbuka hijau, hingga atap bangunan.



Konsep ini adalah bentuk respons terhadap keterbatasan lahan pertanian di
perkotaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna serta metode budidaya
yang lebih efisien. Praktik urban farming tidak hanya berfungsi sebagai sarana
produksi pangan, tetapi juga diharapkan dapat mendukung konsep
pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek
lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan ruang perkotaan
(Sugihartini et al., 2023). Selain itu, pertanian perkotaan juga dapat menjadi
salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan,
meningkatkan perekonomian masyarakat, memperbaiki kualitas ekologi kota,
serta mempertahankan nilai sosial dan budaya masyarakat dalam kegiatan
pertanian (Setyo & Damaijanto, 2019). Dengan memanfaatkan ruang kota
secara produktif, urban farming diharapkan mampu meningkatkan
ketersediaan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan
perkotaan.

Kebijakan pemerintah biasanya berfokus pada peningkatan ketahanan
pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor produksi
pangan dan pemberdayaan pelaku pertanian. Namun, kegiatan pertanian juga
merupakan bagian dari perencanaan program yang mendukung peningkatan
produksi dan ketersediaan pangan di masyarakat. Program-program tersebut
diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan serta memperbaiki
kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang
memiliki keterbatasan akses terhadap pangan (Wahyuni & Shaliza, 2021).
Namun dalam pelaksanaannya, berbagai kebijakan di bidang pertanian masih
menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya produksi pertanian,
keterbatasan sumber daya manusia di sektor pertanian, serta masih terbatasnya
diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan memerlukan strategi yang lebih
inovatif dan adaptif, termasuk melalui pemanfaatan ruang perkotaan untuk
kegiatan produksi pangan yang dapat mendukung ketersediaan pangan di
tingkat lokal (Nugroho et al., 2025).



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan
sekaligus kota metropolitan terbesar di Indonesia memiliki karakteristik
kependudukan yang sangat dinamis dengan jumlah penduduk yang terus
meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah
penduduk DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai sekitar 10,68 juta jiwa.
Besarnya jumlah penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pangan
masyarakat di wilayah ini sangat tinggi. Namun di sisi lain, keterbatasan lahan
pertanian di wilayah perkotaan membuat kemampuan produksi pangan lokal di
Jakarta relatif rendah. Bahkan diperkirakan sekitar 98 persen kebutuhan
pangan Jakarta masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Ketergantungan yang tinggi terhadap daerah pemasok tersebut menunjukkan
bahwa ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi distribusi dan
produksi pangan di wilayah lain (Chaerani et al., 2020).
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Gambar 1. 1 Grafik Pasokan Pangan DKI Jakarta

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI
Jakarta, 2025)

Berdasarkan data kerja sama pasokan pangan antar daerah yang dihimpun
olen Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta tahun
2025, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Jakarta masih dipasok dari
wilayah lain. Daerah pemasok terbesar berasal dari Provinsi Jawa Barat, diikuti
olen Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Sementara itu,

kemampuan produksi pangan lokal di DKI Jakarta hanya mampu memenuhi



sekitar 2 persen dari total kebutuhan pangan masyarakat, sehingga
menunjukkan tingginya ketergantungan kota metropolitan ini terhadap daerah
pemasok di sekitarnya.

Selain ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, keterbatasan lahan
pertanian di Jakarta juga semakin diperparah oleh proses urbanisasi dan alih
fungsi lahan yang terus berlangsung. Perkembangan pembangunan kota
menyebabkan banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan
permukiman, kawasan industri, maupun infrastruktur perkotaan. Data Badan
Pusat Statistik menunjukkan bahwa luas panen padi di DKI Jakarta mengalami
penurunan dalam beberapa tahun terakhir dimana pada tahun 2023 luas panen
padi tercatat sebesar 542,93 hektare, kemudian menurun menjadi 498,31
hektare pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi sekitar 273,54 hektare
pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan produksi
pangan lokal di Jakarta semakin terbatas sehingga diperlukan inovasi kebijakan
dalam memanfaatkan ruang perkotaan secara lebih produktif untuk kegiatan

pertanian.

Gambar 1. 2 Grafik Luas Lahan Panen Padi DKI Jakarta
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021-2025)



Data Badan Pusat Statistik Tahun 2025 menunjukkan bahwa luas panen
padi di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dalam beberapa tahun
terakhir. Pada tahun 2021 luas panen masih mencapai sekitar 661 hektare,
namun terus menurun hingga hanya sekitar 284,29 hektare pada tahun 2025.
Penurunan tersebut menunjukkan semakin terbatasnya lahan pertanian di
wilayah perkotaan akibat proses urbanisasi dan alih fungsi lahan sehingga
kemampuan produksi pangan lokal di Jakarta semakin menurun.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mengembangkan kebijakan pertanian perkotaan sebagai salah satu strategi
untuk meningkatkan ketersediaan pangan lokal sekaligus memberdayakan
masyarakat perkotaan. Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Gubernur
DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai
ruang kota seperti pekarangan rumah, lahan kosong, rumah susun, sekolah,
ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), hingga kawasan pesisir untuk
kegiatan budidaya pertanian, peternakan, maupun perikanan. Selain itu,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyusun Desain Besar Pertanian
Perkotaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2030 sebagai arah pengembangan
urban farming dalam jangka panjang. Desain besar ini memiliki beberapa target
utama, antara lain peningkatan ruang terbuka hijau produktif, peningkatan
produksi pertanian perkotaan, serta pengembangan produk olahan hasil
pertanian perkotaan. Dalam pelaksanaannya, program urban farming di DKI
Jakarta menunjukkan potensi yang cukup besar dalam mendukung ketahanan
pangan masyarakat. Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kegiatan
pertanian perkotaan mampu menghasilkan puluhan ribu ton produk

hortikultura setiap tahunnya.



Tabel 1. 1 Data Produksi Urban Farming DKI JAKARTA

Tahun | Produksi Holtikultura Produksi Total
(Ton) Tanaman Pangan Produksi (Ton)
(Ton)
2022 65.215 1.215 66.430
2023 80.834,64 1.326,41 82.161,05
2024 82.855,64 1.359,57 84.215,21

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi
DKI Jakarta, 2022-2024

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
(KPKP) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta, produksi hasil kegiatan urban
farming di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun
terakhir. Pada tahun 2022 total produksi mencapai 66.430 ton yang terdiri dari
65.215 ton hortikultura dan 1.215 ton tanaman pangan. Pada tahun 2023
produksi meningkat menjadi 82.161,05 ton, sedangkan pada tahun 2024
ditargetkan mencapai 84.215,21 ton. Peningkatan produksi ini tidak terlepas
dari beberapa faktor, di antaranya intensifikasi pemanfaatan lahan terbatas
melalui metode hidroponik dan vertikultur, peningkatan partisipasi masyarakat
dalam program urban farming, serta dukungan kebijakan pemerintah melalui
pembinaan, penyediaan sarana produksi, dan pendampingan teknis dari Dinas
KPKP. Selain itu, pemanfaatan ruang non-konvensional seperti atap bangunan
(rooftop), lahan sempit, dan pekarangan rumah turut menjadi solusi atas
keterbatasan lahan akibat pertumbuhan gedung dan permukiman di wilayah
perkotaan.

Dominasi komoditas hortikultura seperti cabai, bayam, kangkung, tomat,
dan terong menunjukkan bahwa urban farming di Jakarta lebih berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan pangan harian yang cepat panen dan adaptif
terhadap lahan terbatas. Secara umum, tren peningkatan produksi ini dapat

mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam pelaksanaan program



urban farming. Namun demikian, peningkatan tersebut belum serta-merta
dapat disimpulkan sebagai keberhasilan program secara menyeluruh, karena
perlu dianalisis lebih lanjut dari aspek keberlanjutan, pemerataan partisipasi
masyarakat, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan secara signifikan.
Dalam konteks kebijakan, target produksi yang ditetapkan oleh Dinas KPKP
(2024), seperti target tahun 2024 sebesar 84.215,21 ton, menjadi indikator
capaian Kinerja program. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah
realisasi produksi telah sesuai dengan target yang ditetapkan serta faktor-faktor
yang memengaruhi pencapaian tersebut.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, program pertanian
perkotaan di DKI Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan dalam
pelaksnaanya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan skala
pelaksanaan program yang masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan
pangan masyarakat Jakarta yang sangat besar. Selain itu, pelaksanaan program
juga sering kali menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar lembaga,
keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat
dalam kegiatan pertanian perkotaan (Sugihartini et al., 2023).

Di beberapa wilayah, kegiatan urban farming masih belum terintegrasi
secara sistematis dengan program pembangunan daerah. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan masih
memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengetahui sejauh mana
kebijakan tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain
itu, hingga saat ini evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pertanian
perkotaan di DKI Jakarta masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji
secara mendalam bagaimana pelaksanaan program tersebut di tingkat
masyarakat. Padahal keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh
perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut
dilaksanakan di lapangan (Wahyuni & Shaliza, 2021).



Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk mengetahui kesesuaian antara
tujuan kebijakan dengan pelaksanaan program serta dampaknya terhadap
peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Melalui evaluasi tersebut, dapat
diidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat
pelaksanaan program sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan
rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah yang memiliki peran penting
dalam menggerakkan masyarakat melalui inovasi pangan dan program seperti
urban farming (Putra et al., 2025). Lebih lanjut, pelaksanaan program pertanian
perkotaan di DKI Jakarta juga menunjukkan variasi yang cukup besar antar
wilayah kelurahan. Perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
ketersediaan lahan, tingkat partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah
daerah dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program urban farming
di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan kebijakan
tidak hanya perlu dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi juga perlu melihat
secara lebih spesifik kondisi pelaksanaan program di tingkat kelurahan sebagai
unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

Judul Teori/Konsep Metode Hasil Penelitian Perbedaan
Penelitian Penelitian dengan Penelitian
Ini
Peran Konsep Metode Penelitian Penelitian ini
Pemerintah peran kualitatif menunjukkan membahas  peran
dalam pemerintah dengan bahwa pemerintah secara
Mengimple dan pendekatan pemerintah umum dalam
m entasikan | implementa | deskriptif. memiliki peran | ketahanan pangan.
Peningkatan | si kebijakan penting dalam | Sedangkan
Ketahanan ketahanan meningkatkan penelitian ini
Pangan Kota | pangan. ketahanan secara khusus
Tangerang pangan melalui | menganalisis
(Putraet al., berbagai kebijakan
2025) kebijakan dan | pertanian
program yang | perkotaan
melibatkan berdasarkan
masyarakat. instruksi gubernur
DKl Jakarta No.14
pada kelurahan




Model Konsep Metode Penelitian Penelitian ini
Pengemban pembangun kualitatif menunjukkan berfokus pada
gan an dengan bahwa model

Pertanian berkelanjuta | analisis pengembangan | pengembangan
Perkotaan n dan | deskriptif. urban farming | urban farming,
(Urban Pengemban dapat sedangkan
Farming) gan  urban mendukung penelitian ini
Berkelanjut farming. ketahanan meneliti kebijakan
an pangan pertanian
(Sugihartini, sekaligus perkotaan dan
Djuliansah, meningkatkan kontribusinya

& kualitas terhadap ketahanan
Noormansy lingkungan pangan

a h, 2023) perkotaan. masyarakat.
Evaluasi Konsep Metode Hasil penelitian | Penelitian ini
Kebijakan evaluasi kualitatif menunjukkan berfokus pada
Program di kebijakan dengan bahwa program | evaluasi program
Bidang publik pendekatan pertanian pertanian di tingkat
Tanaman dalam evaluatif. memiliki peran | dinas, sedangkan
Pangan dan | program dalam penelitian ini
Hortikultura | pertanian. pengentasan meneliti

dalam kemiskinan pelaksanaan
Rangka namun kebijakan  urban
Pengentasan pelaksanaannya | farming pada
Kemiskinan masih tingkat kelurahan
pada Dinas menghadapi di DKI Jakarta.
Ketahanan berbagai

Pangan dan kendala.

Pertanian

Kota Dumai

(Wahyuni &

Shaliza,

2021)
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Ketahanan Konsep Metode Penelitian Penelitian ini
Pangan ketahanan studi menunjukkan membahas konsep
Berkelanjuta | pangan literatur bahwa ketahanan pangan
n (Chaireni et | berkelanjuta | dengan ketahanan secara umum,
al., 2020) n. analisis pangan sedangkan
deskriptif. merupakan penelitian ini
aspek penting | mengkaji
dalam pelaksanaan
pembangunan kebijakan pertanian
nasional  dan | perkotaan sebagai
memerlukan salah satu strategi
dukungan untuk mendukung
kebijakan yang | ketahanan pangan
berkelanjutan. masyarakat.
Model, Konsep Metode Penelitian Penelitian ini
Motivasi dan | partisipasi deskriptif menunjukkan menyoroti motivasi
Kendala masyarakat dengan bahwa dan kendala
Masyarakat | dan pendekatan masyarakat masyarakat dalam
dalam motiv | kualitatif. memiliki urban farming,
Melakukan asi  dalam motivasi sedangkan
Pertanian kegiatan ekonomi  dan | penelitian ini
Kota (Urban | pertanian lingkungan menganalisis
Farming) di | perkotaan. dalam pelaksanaan
Kota melakukan kebijakan
Surabaya urban farming, | pemerintah daerah
(Setyo namun terdapat | dalam program
Parsudi & kendala seperti | urban
Damaijanto, keterbatasan farming.
2019) lahan dan
dukungan
kebijakan.

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, diketahui bahwa urban

farming telah banyak dikaji sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan

ketahanan pangan masyarakat perkotaan, terutama pada wilayah dengan

keterbatasan lahan. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik pertanian

perkotaan mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pemanfaatan ruang

terbatas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif.

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek

pengembangan model, potensi, dan manfaat urban farming, serta belum secara
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mendalam mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dilaksanakan pada
tingkat lokal dan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif
di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
perumusan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Lebih lanjut, temuan dari penelitian sebelumnya juga mengindikasikan
bahwa pelaksanaan kebijakan di sektor pertanian, termasuk urban farming,
masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya
manusia, belum optimalnya hasil produksi, serta rendahnya diversifikasi
konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan
program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh
faktor yang melibatkan aktor, sumber daya, serta kondisi sosial masyarakat
setempat. Dengan demikian, meskipun secara konseptual urban farming dinilai
memiliki potensi besar, efektivitasnya dalam mendukung ketahanan pangan
belum sepenuhnya dapat dipastikan tanpa adanya kajian yang berfokus pada
pelaksanaan kebijakan secara nyata.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena
berupaya mengisi kekosongan kajian terkait pelaksanaan program urban
farming pada tingkat kelurahan sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan
pangan masyarakat perkotaan. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan
program urban farming, tetapi juga menganalisis bagaimana program tersebut
dilaksanakan, faktor-faktor ~yang mendukung dan  menghambat
pelaksanaannya, serta peran masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan
pertanian perkotaan. Pemilihan Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo
Gebang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perbedaan karakteristik
wilayah, kondisi lingkungan, dan dinamika sosial masyarakat yang
memungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan program urban farming.
Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program urban
farming pada tingkat lokal serta kontribusinya dalam mendukung ketahanan

pangan masyarakat perkotaan.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa urban farming
merupakan salah satu strategi yang semakin penting dalam mendukung
ketahanan pangan di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta yang memiliki
keterbatasan lahan pertanian. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya
memahami bagaimana program urban farming dilaksanakan pada tingkat
masyarakat serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian sebelumnya, seperti
penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Shaliza (2021), lebih berfokus
pada evaluasi kebijakan program tanaman pangan dan hortikultura dalam
rangka pengentasan kemiskinan pada tingkat dinas di Kota Dumai serta
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program
tersebut. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki
keterbaruan karena berfokus pada perbandingan pelaksanaan program urban
farming pada dua kelurahan di DKI Jakarta dengan karakteristik yang berbeda,
sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
variasi pelaksanaan program di tingkat lokal serta strategi yang dapat
diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan program dalam mendukung
ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis perbandingan pelaksanaan program urban farming pada
Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang serta merumuskan
strategi yang dapat meningkatkan pelaksanaan program urban farming dalam
mendukung ketahanan pangan masyarakat di DKI Jakarta.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan program urban farming pada Kelurahan
Rawamangun daan Kelurahan Pulo Gebang?
2. Bagaimana strategi meningkatkan pelaksanaan program urban farming

dalam mendukung ketahanan pangan?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan,
tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Menganalisis pelaksanaan program urban farming pada kelurahan

Rawamangun dan Pulo Gebang di DKI Jakarta

2. Menganalisis strategi meningkatkan pelaksanaan program urban farming
dalam mendukung ketahanan pangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan
dengan evaluasi kebijakan publik di bidang ketahanan pangan dan
pengembangan pertanian perkotaan (urban farming). Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi akademik
mengenai pelaksanaan kebijakan pertanian perkotaan, strategi
peningkatan urban farming di wilayah metropolitan serta menjadi bahan
rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan
pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat di
wilayah perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang bagaimana program urban farming dijalankan di
Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang, serta faktor-faktor
yang memengaruhi keberhasilannya dalam mendukung ketahanan
pangan masyarakat perkotaan. Studi ini bertujuan untuk membantu
pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah kelurahan, dan lembaga
terkait mengembangkan cara yang lebih efektif untuk menerapkan
program urban farming di tingkat masyarakat. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada
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masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan dan ruang perkotaan
untuk kegiatan pertanian dalam upaya meningkatkan kemandirian
pangan, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, dan menciptakan

lingkungan perkotaan yang lebih produktif dan berkelanjutan
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan
pertanian perkotaan di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang
menggunakan model Context, Input, Process, Product (CIPP), maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program urban farming di Kelurahan Rawamangun dan
Kelurahan Pulo Gebang telah berjalan cukup baik dalam mendukung
ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi CIPP, aspek
process merupakan aspek yang paling baik karena pelaksanaan program
telah berlangsung secara terstruktur mulai dari penyediaan bibit, budidaya,
pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil serta didukung oleh
koordinasi yang baik antara Dinas KPKP, pemerintah kelurahan, penyuluh
pertanian, kelompok tani, dan kader PKK. Selain itu, aspek product
menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan pemanfaatan lahan
perkotaan, menghasilkan produk pertanian dan olahan, serta memberikan
manfaat ekonomi bagi kelompok tani. Namun demikian, aspek input masih
menjadi aspek yang perlu diperkuat karena masih terdapat keterbatasan
sarana dan prasarana, pelatihan yang belum merata, jumlah pelaksana aktif
yang terbatas, serta dukungan sumber daya yang belum optimal. Kondisi
tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat sehingga
manfaat program belum dirasakan secara luas.

2. Strategi yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan pelaksanaan
program urban farming dalam mendukung ketahanan pangan adalah
memperkuat aspek input dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai
faktor utama keberhasilan program. Strategi yang dapat dilakukan meliputi
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian, pemerataan pelatihan
dan pendampingan kepada masyarakat, penguatan kapasitas kelompok tani,

optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan, serta perluasan
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sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar keterlibatan dalam kegiatan
urban farming semakin meningkat. Dengan penguatan strategi tersebut,
pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif,
berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi ketahanan

pangan masyarakat.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi
DKI Jakarta
Perlu meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan program urban
farming melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai,
seperti bibit unggul, pupuk, media tanam, sistem irigasi sederhana, serta
peralatan budidaya lainnya. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan jumlah
pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan untuk
meningkatkan kemampuan kelompok tani dan masyarakat untuk
mengelola urban farming.
2. Kepada Pemerintah Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Pulo Gebang
Salah satu cara untuk mendukung ketahanan pangan keluarga adalah
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya urban
farming. Selain itu, pemerintah kelurahan harus mengoptimalkan
pemanfaatan lahan kosong atau aset pemerintah yang belum digunakan
untuk kegiatan pertanian perkotaan. Mereka juga harus bekerja sama lebih
baik dengan kelompok tani, PKK, dan penyuluh pertanian.
3. Kepada Kelompok Tani
Kelompok tani diharapkan terus meningkatkan kapasitas budidaya
tanaman dan mengembangkan inovasi produk hasil pertanian yang
memiliki nilai tambah ekonomi. Selain itu, kelompok tani perlu

memperluas jangkauan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan
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pelatihan, panen bersama, dan demonstrasi budidaya agar minat

masyarakat terhadap urban farming semakin meningkat.

4. Kepada Kader PKK dan Penyuluh Pertanian

Kader PKK dan penyuluh pertanian diharapkan lebih aktif dalam
memberikan pendampingan, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat
untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang dimiliki. Pendampingan
teratur dapat meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus

mendorong program pertanian kota yang berkelanjutan secara lingkungan.

5. Kepada Masyarakat

6.

Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, mengikuti pelatihan dan
sosialisasi, dan mendukung keberlanjutan program yang telah dijalankan,
masyarakat diharapkan lebih terlibat dalam urban farming. Untuk
meningkatkan keberhasilan program pertanian perkotaan dan memperkuat
ketahanan pangan di wilayah perkotaan, sangat penting bahwa masyarakat
terlibat secara aktif.

Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam
mengenai efektivitas program urban farming terhadap peningkatan
ketahanan pangan rumah tangga dengan cakupan wilayah yang lebih luas
serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode
kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh gambaran yang lebih
komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan pertanian perkotaan di
DKI Jakarta.
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